BAB 11
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

21 Kajian Pustaka
2.1.1 Tax Agents

Untuk sistem perpajakan yang dianggap lebih rupata Wajib Pajak
seringkali mengalihkan kewajiban perpajakannya rdajaroses penghitungan,
pengisian berkas pajak, pembayaran serta pelagmapk agar sesuai dengan
undang-undang, membuat mereka membutuhkan tenfigeiaty berkompeten di

bidang perpajakan seperti seorang praktisi pagk ledbnsultan pajak.

2.1.1.1 Pengertian Tax Agents
Pengertian Konsultan Pajak menurut Keputusan NMeHKteuangan No.
485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2@63lah sebagai berikut:
“Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalamgklingan
pekerjaannya secara bebas memberikan jasa pradédiepada Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pe@ajgk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakarbgaagu”.
Menurut Income Tax Assessment AL®36A dalam penelitian Yuka
Sakurai and Valerie Braithwaite (2001) pengerttar agentsadalah sebagai
berikut: “tax agentis defined as a person who prepares income taxnstand

transacts business on behalf of taxpayers in incéaxematters, and who is

registered with the relevant Tax Agents Board.”
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Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan baiaw agentsadalah
seseorang yang mempersiapkan berkas pengisianlfopajak wajib pajak atas
penghasilan kegiatan usaha yang berkaitan dengasalaha pajak, mereka
terdaftar pada suatu asositsi agents

Menurut Margaret McKerchar FTIA, Kim Bloomquistdau$agit Leviner
(2008: 401)tax agentsatau konsultan pajak adalah sebagai berikut:

“Orang yang yang melakukan pengisian berkas pajakik persiapan

pengembalian pajak dan agen pajak tersebut terahafsaatu asosiasi (di

negara yang bersangkutan) dan karena mereka berlgapat dikenakan

biaya atas jasa persiapan pajak yang mereka laRukan

Hite P. Hasseldine dalam penelitian Margaret McKar FTIA, Kim
Bloomquist and Sagit Leviner (2008) mengemukateanagentsadalah sebagai
berikut:

“Tax agentsatau agen pajak adalah seseorang yang membaweatsgas

dan bertindak untuk Kklien mereka disamping itu jugeenegakkan

ketentuan dari hukum perpajakan dan terkadang pagjk dapat menjadi
penengah kliennya jika mengalami konflik dengarabpaj pajak.”

Selain itu masih dikutip dari penelitian MargaMtKerchar FTIA, Kim
Bloomquist and Sagit Leviner (2008) menurut Scotehmmengemukakamax
agentsadalah sebagai berikut:

“Seseorang atau anggota dari suatu asosiasi moétsyang mewakili

kliennya dan terikat oleh etika dan tugas undamdang.Tax agentguga

memegang tanggung-jawab yang sah memberi tahu -aspek
perpajakan kepada klien mereka.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapanpligkan bahwatax
agents adalah orang yang membantu mempersiapkan berkasméaghitung

pajak wajib pajak, namun disamping itu konsultajalguga dapat membantu

wajib pajaknya dalam hal memberi tahu aspek-aseegapakan di luar laporan
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keuangan, dan dapat menjadi penengah mewakili vpagjjak dalam hal terjadi
masalah dengan pejabat perpajakan.

Menurut Philip B. Crosby yang dikutp dari SuardD@3: 4), “kualitas
yaitu kesesuaian terhadap persyaratan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkawd&ialitas konsultan
pajak adalah suatu penilaian kesesuaian setiapg oyang memberikan jasa
profesional kepada Wajib Pajak sesuai dengan patsyaperaturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.2 Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Menurut Daniel A. Leon (2009: 12), dapat dipahamhwa tugas dasar
konsultan pajak selaku pihak yang berkompeten dafmrpajakan adalah
membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajilakpajalam rangka
memenuhi kewajiban perpajakannytax( complianck Namun karena ditinjau
dari segi ekonomi pajak berlaku sebagai bebanasgokonsultan pajak harus
bisa mengupayakan apa yang sebaiknya dilakukan kumhenghindari
pemborosan-pemborosan akibat pembayaran pajak.

Umumnya, upaya dalam melakukan peringanan paja aklakukan
konsultan pajak melalui manajemen pajatax( managemept sebab tax
managemenberlaku sebagai upaya-upaya untuk mengimpleméatadungsi-
fungsi manajemen, yang di dalamnya terdapat utssuplanning(perencanaan
pajak) agar dapat dicapai efektifitas dan efisiebgya dan pelaksanaan

kewajiban.
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Lebih lanjut, secara garis besar jasa yang diaerigeorang konsultan
pajak menurut Prijohandojo Kristanto (2009: 7) urmyen meliputi lima bidang,
yaitu:

1. Jasa Konsultasi
Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan olebutiam pajak berupa
tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakarg mungkin
timbul sehubungan dengan fakta-fakta dan data-gatg ada pada
klien. Jasa ini dapat berupa telaabview) atau fakta-fakta dan data-
data yang diberikan oleh klien.

2. Jasa Pengurusan
Jasa pengurusan adalah jasa yang diberikan komgdjak antara lain
mengisi dan memasukan SPT Masa maupun SPT Tahunan,
mendampingi atau mewakili klien selama proses pisean,
keberatan, banding, dan permohonan restitusi.

3. Jasa Perwakilan
Jasa perwakilan adalah jasa yang diberikan olelsuttam pajak
berupa tindakan yang dilakukan atas nama klien niatangka
mewakili klien sesuai dengan ligkup yang diberikiatam suat kuasa
termsuk dalam penandatangan SPT, penandatangamdnabara
pemeriksaan, penandatanganan surat keberatan,da¢saganan surat
banding, penandatanganan memori dan atau kontramem

4. Jasa mendampingi dan membela klien dalam rangkgidiesan dan
pengadilan pajak.

5. Jasa lainnya di bidang perpajakan

Untuk menjamin dan mengimbangi terlaksananya fukgesultan pajak
tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan bebgragduran. Di antaranya
adalah larangan untuk melimpahkan kuasa yang tktarikan kliennya kepada
konsultan pajak lain. Hal ini sangat penting megginpelimpahan kekuasaan
akan menyebabkan kebocoran pada berbagai macarmedokuajib pajak.

Berdasarkan kondisi demikian, tidak mengherankda bnsur rahasia
jabatan yang melekat pada profesi konsultan pajak diatur pelaksanaannya
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007artgntTata Cara

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdastmk@ang-Undang Nomor
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6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cemgafkan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undamgadg Nomor 28 Tahun

2007.

2.1.1.3 Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap Direktorat Jenderal

Paj ak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Daniel Aeon (2009)
Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi pemdrigeng bertanggung jawab
dalam pemungutan pajak dari waib pajak. Dalam dyrespajakan, setiap
pegawai yang bernaung dibawahnya disdimkus Fiskus sendiri merupakan
sebuah kata yang berasal dari bahasa lagityyang berarti keranjang uang atau
pundi-pundi raja. Kata ini kemudian mengalami pgskn arti menjadi petugas
dan aparat negara yang bertugas memungut atau lolengeuangan negara,
termasuk bea dan cukai.

Terkait dengan tugas fiskus tersebut, secara pasar dapat dikatakan
bahwa tugas seorang konsultan pajak, adalah mddamassietiap klien untuk
memenuhi kewajibannya membayar pajak, baik bulamampun tahunan.

Daniel A. Leon(2009: 18), memang tidak dapat dipungkiri bahwhufgs
jelas membutuhkan peran konsultan pajak mengingknya keterbatasan
kuantitas akan petugas pajak bila dibandingkan aengmah wajib pajak. Di
samping itu, pajak yang memiliki unsur tanpa jasabal atau kontraprestasi
secara individual oleh pemerintah jelas akan mem&etzap wajib pajak enggan

untuk memenuhi kewajibannya Sederhananya, pembegmara cuma-cuma
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hanya akan merugikan. Pada poin inilah, seorangWttam pajak harus memberi
penyuluhan bahwa pajak digunakan untuk membiayaalutangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi naksyaluas. Dengan kata
lain, wajib pajak memang tidak akan mendapat imbaltetapi ia akan
mendapatkan imbalan berbentuk fasilitas publik.

MenurutGunadi yang dikutip Daniel A. Leon (2009) menyatakeahwa
pada dasarnya konsultan pajak berfungsi untuk nseaisasikan peraturan
perpajakan kepada wajib pajak. Oleh karena itu,sulban pajak kemudian
diharuskan untuk mengikuti penataran/ pendidikamypgaran perpajakan yang
diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan/ atau Ikdtansultan Pajak Indonesia
(IKP1), paling sedikit satu (1) kali dalam setahi@arena melalui penataran itu,
praktisi konsultan pajak akan menyegarkan pengataiya tentang perubahan
apa saja yang terjadi di dunia perpajakan.

Untuk mengimbangi peran konsultan pajak tersebpémerintah
mengeluarkan peraturan yang mewajibkan mereka manhdguoran tahunan yang
ditujukan kepada Ditjen Pajak. Laporan tersebuisbgumlah dan keterangan
wajib pajak yang telah diberikan jasa di bidangppgkan. Dari sini dapat
diperkirakan bahwa Kkliennya, bisa dikatakan bahwaskltan tersebut telah
melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, junkiédn yang dimiliki juga
dapat menjadi indikator bagaimana konsultan paeebut memenuhi kewajiban

perpajakannya sendiri.
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2.1.2 Kriteria Utama Seorang Konsultan Pajak

Menurut Aris Aviantara (2009) mengemukakan bahwegalitas,
kompetensi dan etika adalah kriteria utama yangishaimiliki oleh seorang
konsultan pajak. Dalam prakteknya, ada cukup bakgakultan pajak yang tidak
memiliki semua kriteria tersebut, bahkan beberaga whereka tidak memiliki
satu pun.
2.1.2.1 Legalitas

Slemrod dan Blumenthal dalam penelitian Yuka Sakand Valerie
Braithwaite (2001) berpendapat walaupun orang dapahegaskan bahwa
legalitas adalah garis pemisah antara yang legal itlgal, namun dalam
praktiknya terdapajrey area

Legalitas untuk konsultan pajak diatur dalam Kapah Menteri
Keuangan No. 485/KMK.03/2003Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
22/PMK.03/2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderajak® Nomor: SE-
16/PJ./2008, selain membutuhkan kuasa khusus dajibWajak, peraturan ini
menetapkan bahwa konsultan pajak yang ditunjukshareamenuhi persyaratan
diantaranya memiliki izin praktek dari Direktur diemal Pajak atas nama Menteri
Keuangan. Oleh karena itu, memilih orang yang miamgk sebagai konsultan
pajak tanpa izin praktek dari Direktur JenderalaRajelas bukan pilihan yang

tepat.
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Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.08&0seorang
konsultan pajak harus mempunyai:

1. Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yangnunjukkan tingkat
keahlian seorang Konsultan Pajak dalam membergésa profesional
di bidang perpajakan, yang diperoleh setelah yargamgkutan lulus
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Piagam Penghamngadalah piagam
penghargaan yang diberikan kepada pensiunan pedairgktorat
Jenderal Pajak yang mempunyai kedudukan yang setangan
Sertifikasi Konsultan Pajak.

2. lzin Praktek Konsultan Pajak adalah Surat Izin fdakkonsultan
Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajis nama Menteri
Keuangan.

Daniel A. Leon (2009: 22), terkait dengan izin, seorang konsufiajak
berhak untuk memberikan jasanya kepada siapa saja di mana saja,
mengingat izin praktik konsultan pajak berlaku éiusuh Indonesia. Sementara
itu merujuk jenis sertifikat, hal ini mengacu pgdais sertifikat konsultan pajak
yang dimilikinya.

Seperti dicantumkan dalam Keputusan Menteri KeaangNo.
485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2@@3al 9, hak konsultan
pajak adalah sebagai berikut:

1. Konsultan pajak yang telah memiliki izin praktek rsoltan Pajak
Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang pgtken kepada
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak damenuhi
kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yagrgldmisili di luar
negara yang mempunyai persetujuan penghindarark fegeganda
dengan Indonesia.

2. Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktek risaltan Pajak
Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang pealsn kepada
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksan&aak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepadgibWRajak
Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang besitiasn luar
negara yang mempunyai persetujuan penghindarark fegeganda
dengan Indonesia.

3. Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktek risaltan Pajak
Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang pekzam kepada
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Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanaak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bila seorang konsultan pajak ingin menjadi kuasakuhu dan
mendampingi wajib pajak di Pengadilan Pajak, aeleebapa persyaratan yang
harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menterir¢amaNomor 06/ PMK.01/
2007, Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa HuRanea Pengadilan Pajak,
pasal 2 ayat 1, yang diantaranya:

1. Memiliki izin kuasa hukum, di mana untuk mendapatikz,
konsultan pajak harus mengajukan surat permohonan nmenjadi
kuasa hukum pada pengadilan pajak

2. Memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bgksta (wajib
pajak) untuk mewakili atau mendampinginya

3. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan perundashgagan di
bidang perpajakan

4. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana ataulatipa IV dari
perguruan tinggi yang terakreditasi.

2.1.2.2 Kompetensi
Dikutip dari Spencer dalam penelitian Eko Nurm@ardan Nurhadi
Siswanto (2006) mendefinisikan kompetensi adalahga berikut:
“Karakter sikap dan perilaku, atau kemauan dan kepuzan individual
yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi sustuasi di tempat kerja
yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep whotivasi internal,
serta kapasitas pengetahuan konstekstual.”
Boulter, Dalziel dan Hill dalam penelitian Eko Muanto dan Nurhadi
Siswanto (2006), kompetensi adalah karakteristisadadari seseorang yang
memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja supealtana pekerjaannya.

Pengertian kompetensi menurut AZ/N2S ISO 9000:029a8ng dikutip

dari Eko Nurmianto dan Nurhadi Siswanto (2006)hadamon strated ability to
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apply knowledgeand skill yang artinya pengetahuan yang ditunjukan untuk
menerapkan pengetahuan dan keahlian.

Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentamgkulum Inti
Perguruan Tinggi mengemukaka bahwa kompetensi ltadajperangkat tindakan
cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseors@lgagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanaigas-tugas di bidang
pekerjaan tertentu.

Robert A. Roe (2001) mengemukakan definisi damgetensi yaitu:

“Competence is defined as the ability to adequapsyform a task, duty

or role. Competence integrates knowledge, skilessgnal values and

attitudes. Competence builds on knowledge andsshitid is acquired
through work experience and learning by doing.”

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwampetensi
digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanaka&tno swgas, kewajiban
atau peran. Kompetensi mengintegrasikan pengetatketirampilan, sikap dan
nilai-nilai  kepribadian. Kompetensi berdasarkan gadketrampilan dan
pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman jaakerdan praktek
pembelajaran.

Menurut Michael Armstrong yang dikutip Wardiah (Z00 bahwa
kompetensi adalah khowledge, skill dan kualitas individu untuk mencapai
kesuksesan pekerjaannya, kemampuan dan kemauak mefakukan sebuah
tugas dengan kinerja yang efektif.”

Dari beberapa definisi di atas kompetensi dapgamdbarkan sebagai

kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran tag@ms, kemampuan

mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampgikap-sikap dan nilai-
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nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pahgein dan keterampilan

yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajangrdifakukan.

Berdasarkan uraian di atas makna kompetensi mduoggn bagian

kepribadian yang mendalam dan melekat pada sespdemgan perilaku yang

dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tudesjaan. Prediksi siapa yang

berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur darieka atau standar yang

digunakan. Analisis kompetensi disusun sebagiamrbaatuk pengembangan

karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibkénh untuk mengetahui

efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan.

Menurut Spencer dalam penelitian Eko Nurmianto Narhadi Siswanto

(2006) level kompetensi adalah sebagai berik8kill, Knowledge, Self Image,

Trait danMotive.

1.

2.

Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tuggsardéaik
misalnya seorang progamer computer.

Knowledgeadalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bgla
khusus (tertentu), misalnya bahasa komputer.

Self image adalah pandangan orang terhadap diri sendiri,
merekflesikan identitas, contoh : melihat diri sensebagai seorang
ahli.

. Trait adalah karakteristik abadi dari seorang karakikrigang

membuat orang untuk berperilaku, misalnya : perciyaendiri.

Motive adalah sesuatu dorongan seseorang secara konsisten
berperilaku, sebab perilaku seperti hal tersebuiag& sumber
kenyamanan.

Menurut Aris Aviantara (2009) kompetensi pada daga diperlukan

dalam bidang pekerjaan apapun karena pada umumiwyabenar-benar

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan yamgpdi di masa depan. Di

bidang pajak, kompetensi tingkat konsultan pajalaki hanya berhubungan
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dengan pemahaman masalah-masalah teknis, tetapimdjbatkan perspektif
multi keterampilan analitis.

Dalam prakteknya, konsultan pajak yang memilikingetahuan dan
keahlian pajak yang baik mungkin tidak selalu bsithigila berhadapan dengan
otoritas pajak. Strategi utama di atas semua ialiaaduntuk melihat isu-isu pajak
dari perspektif yang berbeda, tidak hanya dari gekisf Wajib Pajak atau
konsultan pajak saja. Memahami perspektif otorpagak dan prosedur kerja
internal mereka adalah salah satu elemen kunckunenemukan solusi terbaik
untuk kliennya. Kompetensi teknis dan pelaksanaantinpabangan atau

keputusan profesional menjadi cerminan kualitagegr&onsultan pajak.

2.1.2.3 Etika

Etika, berasal dari bahasa Yunani yathesyang berarti kesediaan jiwa
akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diaitikapulan dari peraturan-
peraturan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan pgaraturan-peraturan
kesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kese#m@na kesusilaan dalam
dirinya minta ditaati pula oleh orang lain.

Etika (ethi menurut Messier, Glover, Prawitt (2005: 374) nengpada
sistem atau kode perilaku kewajiban moral yang mgian bagaimana seorang

individu harus berperilaku dalam masyarakat.
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Menurut Boucher yang dikutip oleh Siti Kurnia Raha{2009: 156)
mengemukakan pengertian etika bagi konsultan Eajakah sebagai berikut:

“Etika adalah satu aspek intrinsik yang melengkegaran-saran

perpajakan. Konsultan pajak berperan dalam hal patakan moralitas

perpajakan, karena terlibat dalam proses pengambkeputusan
perusahaan di mana mereka menjadi konsultan.”

Menurut William L. Raby dalam Armstrong (1993: &$tem pajak yang
mendukung IRSIgternal Revenue Servicakan menimbulkan perdebatan pajak.
Oleh karena itu, praktisi pajak lebih baik melayanblik dengan mengadopsi
suatu sikap. Argumennya adalah sebagai berikut:

“Aturan etika yang fundamental dalam praktik pesgan pada tingkat

etika personal adalah praktisi pajak harus mengijin klien untuk

membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mgang skala nilai
kliennya. Disamping itu praktisi harus bertanggufawab tidak
menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.”

Dengan rentannya profesi Konsultan Pajak terhadsmyimpangan yang
mungkin terjadi, serta tingginylargaining positionyang mereka miliki dalam
sistem perekonomian secara nasional, maka seyogydiagakan standar kode
etik profesi bagi masing-masing disiplin terselyzing dapat diakomodasi oleh
masing-masing Asosiasi/Institusi untuk terus beyapmenjaga standar profesi
yang tinggi dan terhormat.

Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006: 127)p&edapat bahwa ada
suatu pandangan bahwa praktisi perpajakan atawkanspajak adalah orang
yang ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal yamghdbungan dengan
kewajiban perpajakan kliennya. Untuk memberi ssa#mdar kompetensi teknis

secara umum dan segala sesuatu yang berhubunggandemasalah praktisi

perpajakan sebaiknya dibentuk suatu standar uptektisi perpajakan.



BAB 11 Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 27

Dengan dibentuknya Ikatan Konsultan Pajak IndondB{d@l), maka
institusi yang bersangkutan dapat menjadi wadaly yaan mengakomodasi
kepentingan antara kebutuhan korporasi, lembagdigli&an tinggi, masyarakat,
lembaga-lembaga riset akan ahli perpajakan yanglahatengan kemampuan
teknis para professional ahli perpajakan yang siapuk diterjunkan secara
langsung di tengah-tengah masyarakat selBagaAgents.

Dalam Kode Etik lkatan Konsultan Pajak Indonesi@ach bab 1l yang
mengatur tentang Kepribadian Konsultan Pajak Insieredalah sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak Indonesia wajib :
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila danndgibaaang
Dasar 1945.

2. Menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturanpgeakan,

integritas, martabat dan kehormatan profesi koasugjak.

3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawlalikasi

tinggi dan independen.

4. Menjadi wajib pajak yang baik.

5. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

2. Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan :

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengekerjaan sebagai
pegawai negeri sipil baik pada tingkat Pusat maupaerah, kecuali
mereka yang bekerja pada bidang riset, pengkagarpendidikan.
Meminjamkan ijin kerja untuk digunakan oleh pihakl
Menugaskan pegawainya yang tidak menguasai selluk,beknik,
pengetahuan dan peraturan perpajakan untuk béttiatkss nama
Konsultan pajak, memberikan nasehat dan menangansam
perpajakan Klien.

w N

Dalam bab Il yang mengatur hubungan konsultankpdgngan teman
seprofesi konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dengan teman seprofesi harus dilandasap sikaling
menghormati, saling menghargai dan saling memparcay
2. Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan :
a. Menarik Klien yang diketahui atau patut diketahuahtyva Kklien
tersebut telah diurus oleh Konsultan Pajak yanyg lai
b. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untukdah menjadi
karyawannya.
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3. Konsultan Pajak Indonesia yang menerima pindaharkadasultan Pajak
lain wajib memberitahukan kepada Konsultan Pajaktirsebut.

4. Bila terjadi sengketa antara sesama anggota IKRhrdaasalah profesi
maka sengketa tersebut agar didiskusikan secarayamasah atau
diajukan kepada Pengurus Cabang.

5. Bila masih belum memperoleh penyelesaian maka ldiajukepada
Pengurus Pusat, dan bila masih belum pula dipeqméslyelesaian maka
diajukan kepada Dewan Kehormatan.

Dalam bab IV yang mengatur hubungan konsultan pdgkgan klien,
adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Menjaga sifat profesional dan kerahasiaan dalanmuingdn profesi
dengan klien.

2. Menolak permintaan klien untuk melakukan perbuatgang
bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturpaj&len.

2. Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan:

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat esatkan
kliennya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.

2. Memberikan jaminan kepada kliennya bahwa pekerjaamg
berhubungan dengan instansi perpajakan pasti aaadl.

3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebashen k
mempercayakan kepentingan perpajakan kepada kanqudjak yang
lain.

4. Melakukan atau menerima setiap ajakan dari pihakaman untuk
melakukan tindakan yang diketahui atau patut dikétanerupakan
tindak pidana perpajakan.

2.1.3 BiayaKepatuhan (Cost of Compliance

Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan olafibwpajak dalam
menyelenggarakan kewajiban perpajakannya turut nieken tingkat kepatuhan
perpajakan wajib pajak. Menurut Cedreic Sandforaigyalikuti Siti Kurnia
Rahayu (2009: 150) membagi biaya pajak menjadiytata:

1. Sacrifice of income adalah pengorbanan wajib pajak yang

menggunakan sebagian penghasilan atau uang daanywrtintuk
membayar pajak.
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2. Distortion costadalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-
perubahan dalam proses produksi dan faktor prodkdegina adanya
pajak tersebut yang dapat menyebabkan perubahan peilaku
ekonomi (sebagai contoh adalah pajak yang dapatyebabkan
disinsentif bagi individu dan badan usaha dalamkdresumsi dan
berproduksi).

3. Running costyang diartikan oleh Sandford sebagai biaya-biayagya
tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak adk bagi pemerintah
maupun bagi individu. Biaya ini disebut jutgx operationcostyang

dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektvasta.

2.1.3.1 Compliance Cost

Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak mala
menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turuentakan tingkat kepatuhan
perpajakan.

James Simon dalam studi Robert Pakpahan dan Toyumsa (2004),
compliance costdalah the costs to the private sector of complying with t
requirement of a tdx

Berdasarkan definisi tersebctmpliance coshanya meliputi biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhvdjédbannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Evared,al yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2009)
mengemukakan bahwself-assesment systelnukan merupakan hal yang baru
bagi para pengusaha besar atau pemilik perusaheah tetapi hal tersebut
tentunya akan memberikan nuansa baru bagi wajibkpaijpsa.Self-assesment

sangat berhubungan dengammpliance cost
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Evans membagcompliance cogte dalam empat kategori:

a) Waktu wajib pajaktax payer’s timg

b) Waktu ‘pembantu’ yang tak terbayampaid helper’s time

c) ‘Upah’ agen pajaktéx agent fegs

d) Pengeluaran-pengeluaran insidenitatiflental expensgs

Menurut John L. Turneret al yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu
(2009)definisicompliance cosadalah sebagai berikut:

“Biaya yang dikenakan terhadap wajib pajak di lpajak itu sendiri

misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipgmpersiapkan berkas

pajak, membuat kesepakatan dengan auditor, menekgsdlahpahaman
yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan setaginy

Menurut Hijattulah Abdul-Jabbar and Jeff Pope (2a8mengemukakan
bahwa: ‘Compliance costs of taxation are costs incurredasyayers, in addition
to their tax liability, in conforming to the taxgairements’

Dari definisi diatas dapat diartikan bahe@mpliance cosadalah biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, sebagaib@han terhadap kewajiban
pajak mereka, dalam memenuhi persyaratan perpajgian

Menurut Noor Sharoja Sapiei dan Mazni binti Abdhll (2007: 342)
menyatakan bahwa:

“Compliance costs of taxation are also known asddén cost of taxation
or the excess burden of taxationyyang artinya biaya-biaya pemenuhan
perpajakan wajib pajak yang juga dikenal sebagaiusbiaya perpajakan yang
tersembunyi atau beban kelebihan perpajakan sat&iok pajak yang terutang.

Noor Sharoja Sapiei dan Mazni binti Abdullah (20B21) membagi

compliance cosinenjadi dua (2) kategori, yaitu sebagai berikut;

1. Direct cost,yaitu biaya yang spesifik yang terjadi di mana Hlitsa
secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikalna Seperti
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membeli buku atau yang terkait dengan perpajakagkas perjalanan,
kertas surat, menyewa konsultan pajak, biaya telegen internet,
membeli software perpajakan.

2. Indirect cost,yaitu biaya-biaya tidak langsung yang didasarkatapa
waktu yang terpakai untuk masing-masing jenis hiagaperti
membaca panduan pengisian formulir SPT dan E-SEhgompulkan
dan memelihara arsip perpajakan, belajar sistempajadan,
mengirimkan formulir.

Sri Rahayu dalam jurnal Adinur Prasetyo (2008) neéindsikan biaya
transaksi dalam penghitungan pajak yaitu:

“Semua biaya, diluar pajak terhutang, yang dikédaaroleh wajib pajak
dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya,ai mdari
merencanakan aspek perpajakan dalam investasinypasalengan saat
menerima putusan banding dan melunasi pajak terpita

Sri Rahayu membagi biaya transaksi dalam penghaturnggjak tersebut
menjadi menjadi dua (2) yaitu:

1. Biaya resmi
Biaya transaksi resmi dalam penghitungan pajakahdblaya-biaya
yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakugamenuhan
kewajiban pajak yang ditunjang oleh tanda terimialpseyaran resmi,
seperti: biaya fotokopi dokumen yang terkait dengmmenuhan
kewajiban pajak, biaya formulir pajak, biaya tram$asi untuk
kunjungan wajib pajak ke tempat penyetoran pajaqtde pajak,
kantor konsultan, dan kantor pengadilan pajak, bjagndidikan dan
latihan karyawan dalam bidang perpajakan (sepadyab kursus,
seminar, dan lokakarya pajak), biaya penyimpanarkumen
perpajakan (yang harus disimpan selama sepuluhntadasuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pajakd, lsesta konsultasi
pajak dengan akuntan atau konsultan pajak.

2. Biaya tidak resmi
Biaya transaksi tidak resmi dalam penghitungankpagalah biaya-
biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka akgtan
pemenuhan kewajiban pajak yang tidak ditunjang o#&fda terima
pembayaran resmi, seperti : biagatertainmentdan biaya ucapan
terima kasih yang diberikan wajib pajak untuk appegak.
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Sedangkan menurut Setiawan Noviarto dalam jurn@indr Prasetyo
(2008) membagi biaya transaksi dalam penghitungajakp menjadi biaya
transakshctual cash outlaganopportunity cost of time

1. Actual cash outlayadalah semua pengeluaran tunai yang dibayarkan
selama menghitung, menyetorkan, melaporkan serta
mempertanggungjawabkan jumlah pajak terhutang. Serbiaya
transaksi resmi dan tidak resmi dalam penghitungajak yang
dibayarkan secara tunai (antara lain, contoh-conbidlya yang
dikemukakan oleh Sri Rahayu dalam paragraf sebstajmerupakan
actual cash outlay

2. Sedangkanppportunity cost of timedalah kerugian yang diderita
wajib pajak akibat penghasilan harian atautpunya berkurang
selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya inirupakan
ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan wajijagg dalam
melakukan pemenuhan kewajiban pajak.

Selain dapat dibagi menjadi biaya resmi dan ticggmi maupuractual
cash outlaydan opportunity cost of timebiaya transaksi dalam penghitungan
pajak dapat dibagi menjadi biaya transaksi interdah biaya transaksi
eksternalinternal dan biaya transaksi eksternafinBie biaya transaksi internal
dalam penghitungan pajak menurut Setiawan Novadtdah sebagai berikut:

“Biaya pemenuhan kewajiban pajak yang terjadi gkalalanya pertukaran
kontraktual antara pihak-pihak dengan informasiakidengkap serta
memiliki perilakuopportunisticdan rasionalitas terbatas dalam organisasi
hirarkis. Jensen dan Meckeling, pakar ilmu orgasijsaenyebut biaya
transaksi internal ini sebagai biaya keagenan yanigul akibat adanya
agencyrelationship”

Biaya transaksi internal dalam penghitungan pagh&ntaranya adalah
biaya fotokopi dokumen yang terkait dengan pememideavajiban pajak,
biaya formulir pajak, biaya transportasi untuk kunrgan wajib pajak ke
tempat penyetoran pajak, kantor pajak, kantor Ktesu dan kantor
pengadilan pajak, biaya pendidikan dan latihan &aan dalam bidang
perpajakan (seperti biaya kursus, seminar, dankéoka pajak), serta
biaya penyimpanan dokumen perpajakan (yang hamimpghn selama
sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundatagpgan pajak).
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Sedangkan, biaya transaksi eksternal dalam pemgjaitu pajak adalah
sebagai berikut:

“Biaya pemenuhan kewajiban pajak yang terjadi ak#aanya pertukaran

kontraktual antara pihak-pihak dengan informasiakidengkap serta

memiliki perilakuopportunisticdan rasionalitas terbatas diluar organisasi
hirarkis. Biaya transaksi eksternal dalam penglg@mpajak, diantaranya
biaya konsultasi pajak dengan akuntan atau komsylggak serta biaya
entertainmendan biaya ucapan terima kasih yang diberikan wagijak
kepada fiskus.”

Mengenai compliance cost dalam penghitungancompliance cost
ketentuan waktu yang digunakan untuk penghitungajakpyang tergantung
kepada perusahaan itu sendiri. Rata-rata biaya vydikgluarkan untuk
penghitungan pajak diperoleh dari perkalian rata-raumlah waktu yang

digunakan dan rata-rata jumlah biaya perjam. Tetegdiini pun masih tergantung

upah individu.

2.1.4 Hubungan Antara Kualitas Tax AgentsDengan Tingkat Compliance

Cost Wajib Pajak Badan

Menurut Organization for Economic and Coorporation Devel@omn
(OECD) dalam penelitian Margaret McKerchar FTIApKBloomquist and Sagit
Leviner (2008), memungkinkan wajib pajak yang pesjannya besar untuk
menyewa konsultan pajak. Kehadiran konsultan p@&aldapat meningkatkan
pengetahuan perpajakan wajib pajak, yang padagiya dapat dipakai untuk
mengeksploitasi celah-celah peraturan yang adamddetentuan perpajakan

untuk tujuan minimalisasi pajakdgrresive taxplanning.
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Menurut Green dan Winter yang dikutip Siti KurniaalHayu (2009)
terdapat pengaruh ahli atau konsultan perpajakdradap jumlahcompliance
costsyang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Kewajiparpajakan wajib pajak
dapat dikerjakan oleh konsultan pajak yang lebihmateami peraturan
perpajakan.

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa konsulajak akan
meningkatkan atau menambah sebagtampliance costwajib pajak tetapi
dengan memakai konsultan pajak yang berkualitasy akangurangi jumlah
compliance costecara keseluruhan. Kareoampliance costidak hanyadirect
money costyang di dalamnya terdapat biaya konsultan pajaiptedengan
dibantu konsultan pajak yang berkualitas akan memgitime costdanPsychic
or psychological coswajib pajak.

Oleh karena sebagian besar pekerjaan dalam penmrenkaajiban
perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (dibantu genahli misalnya praktisi
perpajakan profesionaltax agents atau konsultan pajak). Dengan begitu
diharapkan kepatuhan wajib pajak tercapai, sehikggatuhan diperlukan dalam

self assesment systedengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

2.2  Kerangka Pemikiran

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 10%glf asessment systesdalah
suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayagaad&ewajib pajak untuk
memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiparpajakannya.
Kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu daléa mendaftarkan diri di kantor

pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang tergtanenyetor pajak ke bank
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persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepadkktBrat Jenderal Pajak,
dan menetapkan sendiri jumlah pajak melalui peagiSPT dengan baik dan
benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaaif aktjib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatwiagib pajak yang
tinggi yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajibarpgakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Menurut Norman D. Nowak yakendikakan kembali
oleh Siti Kurnia Rahayu (2009), kepatuhan wajibagagebagai iklim kepatuhan
dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan;néncgalam situasi dimana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahamia&etentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Bagi sebagian besar wajib papdf assesment systelianggap rumit dan
tidak mudah dipahami, para wajib pajak sering kakngalihkan kewajiban
perpajakannya, sehingga kewajiban perpajakan wajidik dapat dibantu olgbx
agents konsultan pajak. Untuk wajib pajak yang mempurganghasilan besar
dan cenderung memiliki waktu luang yang sempit eemalg akan membutuhkan
bantuan praktisi pajak atau konsultan pajak unte@knivantu melaksanakan hak
dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Defiandry Taslim (2007) mendefinisikan konsultanagaadalah sebagai
berikut:

“Konsultan pajak bukan merupakan karyawan wajibakdptapi orang

yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan tertedan memiliki izin

dari Menteri Keuangan untuk memberikan nasehat ggkpn, dapat
menerima kuasa untuk melaksanakan kewajiban pé&majatas nama
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wajib pajak dengan menerima imbalan terteféd ( meskipun tanggung
jawab tetap berada pada wajib pajak itu sendiri”.
Sistem perpajakan dengaelf assesmemhewajibkan turut aktifnya wajib

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, di rsiatem yang berlaku bagi
sebagian besar wajib pajak merupakan sesuatu yang, rdan tidak mudah
dipahami. Kerumitan sistem perpajakan bisa dianggabagai “pemberi
kesempatan” kepada para praktisi pajak (agen pajakik mendapatkavaluable
human capital.

Dalam penelitian Yuka Sakurai and Valerie Braitheva(2001: 2),
disebutkan bahwa tingkat praktisi pajak yang merherkebutuhan khusus
tentang wajib pajak tergantung pada beberapa fajadu sebagai berikut:

1. Praktisi pajak mempunyai kode praktek sendiri untakmbentuk
kemampuan kompetensi mereka terhadap kebutuharb vpajak
(Cruz, Shafer & Strawser, 2000; Marshall, Smith &n&trong, 1997).

2. Praktisi pajak harus mempunyai kompetensi karenapleeasi di suatu
pasar yang kompetitif, keberlangsungan pekerjaarekmemungkin
tergantung pada kapasitas mereka melakukan apa wajig pajak
minta, apakah itu legal, ilegal atau di daegakey area Beberapa
penelitian menyatakan bahwa praktisi pajak memjhis nasihat
(agresif atau konservatif) yang mereka berikan &agdien atas dasar
karakteristik dari klien, seperti pilihan risikoidsh. (Duncan, LaRue &
Reckers, 1989).

3. Praktisi pajak profesional yang bersertifikat mamkan peran yang
rangkap tergantung dari hukum perpajakan. Selainmlaatu
kliennya,tax agentderperan sebagai penegak dari hukum perpajakan.
(Klepper, Nagin dan Mazur (1991)

Menurut John L. Turner yang dikutip oleh Siti KuanRahayu (2009)
beberapa alasan wajib pajak memerlukan konsultgak pgalam membantu
memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagkuber

1. Melalui konsultan pajak, berkas pajak dapat dipgascara elektronik

sehingga penerimaan kembali cicilan pajak mengalhl cepat. Biaya

yang dikeluarkan untuk membayar konsultan pajalasging dengan
yang didapatkan wajib pajak.
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2. Dengan waktu luang yang terbatas dan pendapatan ry@mingkat,
mereka cenderung untuk menerima pertolongan seageg pajak
untuk mengurusi masalah pajak mereka.

Menurut Fritz Neumark dalam penelitian Adinur Ptgse(2009) salah
satu kaidah dalam prinsigase administration and compliancadalah the
requirement of economyang mengatakan bahwa biaya-biaya penghitungan,
pengawasan, dan penagihan pajak harus ditekartipglat serendah-rendahnya.
Biaya-biaya yang harus diminimalkan tersebut tilakya meliputi biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh pemerintah (atau disedmrninistrative cogt melainkan
juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pagfam rangka pemenuhan
kewajiban pajak (atau disebzampliance cojt

Biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang fiigni terhadap
kepatuhan pajak dan pengaruhnya bersifat negatiinya jika biaya kepatuhan
pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semadmaah. Biaya kepatuhan
pajak dapat ditekan seminimal mungkin untuk mentkapatingkat kepatuhan
pajak maksimal. Namun pada kondisi biaya kepatytzgak terendah yang dapat
ditekan biaya-biaya kepatuhan untukrect money cost, time cosidan
psycological costmasih timbul yang relatif lebih besar dibandingkdengan
biaya kepatuhan pajak di negara lain.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak atampliance cost
menurut Cederic Seandfordf al yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia
Rahayu (2009)mendefinisikan bahwaompliance costatau biaya kepatuhan
wajib pajak adalah keseluruhan biaya yang dikemrarkvajib pajak dalam

memenuhi syarat-syarat perhitungan perpajakan.
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Menurut Cederic Seandfor@t al yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2009:
151)compliance cosjumlah biaya kepatuhan pajak), dibagi menjadi :

a) Direct money costyaitu biaya yang berhubungan dengan perhitungan
pajak, yaitu biaya pengarsipan (kuitansi-kuitaanda terima, dan
catatan-catatan penting), biaya penyelesaian @amulberkas pajak
pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tafluga (surat
menyurat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengejabat
perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran, ddmtyegan pajak
produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.

b) Time Cost yaitu biaya belajar karyawan. Untuk menghitung
pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungk@portunity cost
biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktugygerpakai untuk
membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktutukin
berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta wadatg yerpakai untuk
pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk merkan pajak, dan
sebagainya.

c) Psychic or psychological cqdtecemasan karena telah melakutan
evasion Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajilk pejaul
pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atal geasjajuan
keberatan dan banding.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka diapatpulkan bahwa
compliance costadalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajibalagalam
rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang putelibiaya yang
berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya trat@spointuk kunjungan wajib
pajak ke tempat penyetoran pajak, kantor pajakjokakonsultan, dan kantor
pengadilan pajak, biaya pendidikan dan latihan &a&an dalam bidang
perpajakan (seperti biaya kursus, seminar, dankéka pajak), serta biaya
konsultasi pajak dengan konsultan pajak, waktubmMagijak, dan rasa kecemasan
wajib pajak bila telah melakukan kesalahan.

Meskipun pada akhirnya keputusan ada di tangaib\pajak, saran-saran
yang diajukan konsultan pajak akan mempunyai pemggang cukup besar

dalam proses pengambilan keputusan tersebut. MenRope, Fayle and
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Duncanson (1990) (Jeff Pope, 1993:74) menganapsisibayar pajak yang

memakai profesional penasihat pajakx agentsmembayar lebih tinggi biaya

langsung dari perkiraan total biaya kepatuhan ddapyang tidak memakai agen

pajak. Tetapi dengan dibantu agen pajak yang siofiesl akan mengurangi total

biaya kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan olehuAdPrasetyo yaitu

penelitian Adinur Prasetyo hanya satu variabeluyditaya transaksi dalam

perhitungan pajak tanpa meneliti tentang konsyt@jak, sedangkan variabel X

peneliti adalah Kualita3ax AgentsPersamaan peneliti dengan Adinur Prasetyo

teletak pada variabel Y, yaitGompliance Cost

Penulis mengambil beberapa rujukan penelitianatertl, untuk lebih

jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengelitipe terdahulu, maka

dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Perceptions of the
Ideal Tax Adviser:
Playing Safe Or
saving Dollars?
(Yuka Sakurai and
Valerie Braithwaite,
2005)

mengatur tax agents berdampak
hal yang positif, untuk
meningkatkan mutu dan kualitas
tax agentgdalam pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib
pajak.

Tabd 2.1
Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu
No Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaar dRierdm
1 Taxpayers’ Dengan adanya peraturan untuk Persamaan objekTempat,waktu

yang diteliti yaitu
Tax agents

penelitian dan
penelitian ini
dilakukan

hanya kepad:
satu variabel

1574

Improving the Quality
of Services Offered By
Tax Agent’s: Can
Regulation Assist?
(Margaret McKerchar
FTIA, Kim Bloomquist
and

Sagit L eviner, 2008)

Australia menetapkan suatu
peraturan untukax agentsintuk
mematuhi hukum perpajakan.
Selain membantu kebutuhan
wajib pajak.tax agents
berkewajiban untuk membantu
wajib pajak dalam meningkatkar

kepatuhan

Persamaan obje
yang diteliti yaitu
Tax agents dan
compliance cost

kTempat,
waktu
penelitian dan
pebelitian ini
dilakukan
hanya kepada
satu variabel
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Biaya Transaks Membahas tentang biaya-biaya | Persamaan objek Tempat,
Dalam Penghitungan yang dikeluarkan wajib pajak danyaitu biaya waktu
Pajak (Adinur faktor-faktor yang kepatuhan wajib | penelitian dan
Prasetyo, mahasiswa mempengaruhinya pajak pebelitian ini
Program Doktor IImu dilakukan
Administrasi Ul) hanya kepada
satu variabel
Mengukur Cost of Melalui studicompliance cost | Persamaan objek Tempat,
Compliance Costli dapat menggali informasi yanjgyaitu biaya waktu
Indonesia (Robert berkaitan dengan masalah- | kepatuhan wajib | penelitian dan
Pakpahan, Toyomu | masalah yang dihadapi wajib| Paiak pebelitian ini
Y uasa, 2004) pajak dalam memenuhi ﬂgil;l;ksgpa da
kewajiban perpajakannya satu variabel
Exploring the masalah yang dihadapi oleh | Persamaan objek Tempat,
Relationship Between wajib pajak dalam mentaati | yaitucompliance | waktu
Tax Compliance pajak perundang-undangan, | €ost penelitian dan
Costs And dan tindakan yang praktis 35;’53:(‘:2 Ini
Compliance Issues in| untuk mengurangi biaya-biaya hanya kepada

Malaysia(Hijattulah
Abdul-Jabbar and
Jeff Pope, 2005)

pemenuhan dan juga meliput
biaya-biaya psikologis dari
biaya-biaya pemenuhan wajik
pajak individu.

satu variabel

Dari uraian diatas, tampak jelas pengaruh kualitxsagentsterhadap

tingkat compliance coswajib pajak badan. Dengan melandaskan pada pendapa

beberapa ahli, teori-teori yang relevan dan berétasskerangka pemikiran diatas,

maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:
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-

Self Assesment Systen

A

K ewajiban Wajib Pajak

A 4
K epatuhan Perpajakan

Teori Penghubung
Menurut Green dan Winter yang dikutip Sjti
Kurnia Rahayu (2009) terdapat pengaruh ahli
atau konsultan perpajakan terhadap jumlah
compliance costsyang harus dikeluarkan

v oleh wajib pajal v

Kualitas Tax Agent Compliance Cost
1.Legalitas - v »| 1. Direct money cost
2.Kompetensi h "| 2. Time Cost

3.Etika 3. Psychological co:

Has| Penelitian
(Jeff Pope, 1993:74) menganalisis pembayar pajak
yang memakai profesional penasihat pajédx
agentsmembayar lebih tinggi dari perkiraan total
biaya kepatuhan daripada yang tidak memakai ggen
pajak.

A 4
Hipotesis

Analisis KualitasTax Agentserpengaruh terhad

tingkatCompliance CostVajib Pajak Badan ar

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang darergeneliti yang
diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliterdBsarkan kerangka
pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis markhge hipotesis bahwa:

“Kualitas Tax Agentderpengaruh terhadap tingkadmpliance Cost



